BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 73 TAHUN 2016
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi Bab V Angka 23 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017,
perlu dilakukan perubahan untuk disesuikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf 4a, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12'Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor ]_' : ‘ Tahun 2004 téntang L

Perbendaharaan - Negara (Lembaran Negara Republik-
Indonesia - Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran_ '
Negara Republik Indonesm Nomor 4355); : '

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan ’
Pengelolaan 'dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400); -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem‘ b

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara' :

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahanv:

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4421);

Undang—Undang ~Nomor - 33 : Tahun 2004 tentang
Perimbangan - Keuangan antara Pemermtah Pusat dan -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2004 . Nomor ‘126, Tambahan Lembaran Negara; e :

Repubhk Indone31a Nomor 4438), v
Undang—Undang ‘Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak v

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik S
Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran_; ’

Negara Repubhk Indones1a Nomor 4438), T | _
Undang-Undang - Nomor =~ 12 Tahun = 2011 tentang‘

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor = 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
5324L : 4 « ,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 o

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor - 5587) sebagaimana ‘telah  diubah beberapa kali

dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 - tentang Pemerintah - Daerah (Lembaran Negara = -
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan R o

Lembaran N egara Repubhk Indone31a Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang pn

Pengelolaan ‘Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan- Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomorf'
4502); : _

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana =~ -

Perimbangan (Lembaran’ Negara Repubhk Indonesia Tahun =
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones1a Nomor 457 5); - &

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem -
Informasi ‘ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik =

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 4576), B ‘ .

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang -
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik -
Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor ‘140, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2




Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

3

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis 12 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 73 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73 Tahun

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 (Berita

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 73) diubah

sebagai berikut :

1. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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2. Lampiran II tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, rogram, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pebiayaan Tahun Anggaran
2017, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Februari 2017

'@ BUPATI BENGKALIS, =,
Diundangkan di Bengkalis

Y AMRIL MININ *
pada tanggal 21 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS ERAH KABUPATEN BENGKALIS
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HYARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 8




